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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2023
1. Nama Unit Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Daerah

3. Fungsi :

a.

penetapan kebijakan tingkat provinsi;

b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
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. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;

penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;

. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;

. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan

serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yvang terkait dengan PPLH

dan pertanahan pada tingkat provinsi;

. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;

pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;

. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;

pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;

. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;

pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;

pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;

pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;

aa Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
bt pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

cc penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;

dc penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

ee penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;

ff.

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

gg penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;



hl penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;

ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;

ji- perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota provinsi;

kk penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
1. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

m pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan;

nr pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;

00 pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah; dan

pr pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumus Penghitungan (IKU) Sumber Data Penanggung Jawab

1. [Mewujudkan Indeks Kualitas 1.1 Maju Kualitas 1.1.1 Indeks Kualitas Perhitungan persentase rata-rata|Data Kegiatan Dinas Lingkungan
pemerataan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup, kualitas air, kualitas udara Pemantauan Hidup dan
pembangunan nilai IKLH 71.55 nilai IKLH 71.55 ambien, kualitas air laut dan Kualitas Udara, [Pertanahan Prov.
berkelanjutan kualitas lahan Kualitas Air dan [Sumsel

=(42.8% IKU) + (34% IKA) +
(13.3% IKL) + (9.9% IKAL)

Kualitas Air Laut,
Data Kegiatan
Proper, Dokumen
IKPLHD serta
Data kualitas
Lahan (IKL) dari
Dinas Kehutanan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Palembang,

Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan
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